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ABSTRAK 

Khaerunnisa Jaura Rahman (04020210418) Fakultas Hukum 
Universitas Muslim Indonesia, dengan judul Tanggungjawab Penjual 
Atas Barang Dalam Transaksi E-Commerce dibawah bimbingan Bapak 
H. Sufirman Rahman, sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Hj. 
Anggreany Arief, sebagai Anggota Pembimbing. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis 
tanggung jawab penjual terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang 
dalam transaksi                    e-commerce, serta untuk mengkaji faktor- 
faktor yang mempengaruhi tanggungjawab penjual terhadap risiko 
kerusakan atau kehilangan dalam transaksi e-commerce menurut 
perspektif hukum perdata.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan peraturan perundang- undangan, dan pendekatan 
konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer,sekunder ,dan 
tersier. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual 
dalam transaksi         e-commerce merupakan tanggung jawab kontraktual 
yang timbul dari perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Penjual 
wajib menyerahkan barang dalam keadaan baik dan sesuai dengan 
kesepakatan. Apabila barang rusak atau hilang sebelum diterima 
pembeli , maka penjual pada umumnya tetap bertanggung jawab 
memberikan ganti rugi berupa penggantian barang atau pengembalian 
dana. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada ketentuan perjanjian 
serta diperkuat oleh Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Faktor-
faktor yang mempengaruhi tanggung jawab penjual antara lain perjanjian 
atau kesepakatan para pihak,peralihan risiko atas barang, keterlibatan 
jasa pengiriman,jenis barang yang diperjualbelikan, ketentuan platform          
e-commerce serta asas itikad baik antara penjual dan pembeli. 

Rekomendasi penelitian ini meyakinkan agar penjual dalam 
transaksi e-commerce lebih memperhatikan dan melaksanakan tanggung 
jawab terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang sebelum barang 
diterima oleh pembeli,sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta 
perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Risiko Kerusakan, E-Commerce. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang. 

Dalam perkembangannya negara Indonesia mengutamakan sektor 

ekonomi untuk dapat sejajar dengan negara-negara yang ada di dunia. 

Dalam memajukan sektor ekonomi ini berarti setiap perbuatan manusia 

harus berlandaskan hukum. Semakin pesatnya perkembangan dunia 

terutama dalam bidang ekonomi telah banyak membawa dampak baik 

positif maupun negatif bagi Negara-negara di dunia.1 

Diera digital saat ini, Jual-Beli Online sudah sangat pesat 

perkembangannya. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi 

dan Informasi menyampaikan bahwa Jual-Beli Online dapat melakukan 

transaksi tanpa harus ketemu langsung yang disebut model transaksi 

elektronik atau e-commerce. Transaksi elektonik ini telah diatur dalam 

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang disingkat UU ITE.2 

Transaksi online ini juga memiliki beberapa kelemahan. Dengan 

menggunakan transaksi online yang tidak mempertemukan antara yang 

memiliki usaha online dan pembeli langsung, dimana konsumen tidak bisa 

melihat barang secara langsung (dalam wujud sebenarnya) hal ini dapat 

                                                             
 

1
 Muhammad Amsal Sahban. Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara 

Berkembang. (Makassar, 2018). Hlm.1 
 

2
 Setia Putra,”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Trasaksi Jual-

Beli Melalui E-Commerce” (Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014). 
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menimbulkan masalah seperti tidak sesuai barang yang di foto dengan 

barang yang sudah sampai ditangan konsumen, tidak tepatnya waktu 

pengiriman barang. “ faktor keamanan transaksi online seperti keamanan 

pembayaran adalah salah satu masalah bagi masyarakat yang membeli 

barang online”.3 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Perdagangan atau disingkat UU Perdagangan, diatur tentang bagaimana 

cara atau memberikan pelayanan yang terbaik dari penjual untuk 

konsumen dan memberikan kualitas barang yang sesuai barang yang 

ditawarkan. Konsumen berhak memiliki perlindungan agar dapat terjaga 

data pribadinya, dan memastikan barang tersebut berkualitas baik.. Dalam 

bidang e-commerce juga terdapat permasalahan utama yaitu dalam 

memberikan perlindungan keamanan terhadap para pihak yang 

melakukan transaksi internet khususnya pembelian sebagai konsumen. 

Untuk itu, dalam rangka menjamin keamanan didalam transaksi  

electronic commerce muncul berbagai solusi keamanan seperti Digital 

Signature, Kunci kriptografi, maupun  Secure Electronic Transaction (SET) 

yang dibuat penyedia electronic commerce pada website mereka dengan 

tujuan untuk melindungi para konsumen. Akan tetapi, berbagai solusi 

keamanan tersebut tidak memberikan jaminan sepenuhnya kepada 

perusahaan penyedia electronic commerce untuk terbebas dari kerugian. 

Tidak ada jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya 

                                                             
 

3
 Kemenprin RI.”Peran Sector Industri Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional, “(online),http//kemenperin,gp,id/artikel/5422/Peran-Sektor-Industri-Dalam-
Mendorong-Perubahan-Ekonomi-Nasional/,diakses 17 Mei 2022, 2013. 
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perusakan/manipulasi  data tentu akan berdampak pada turunnya 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Padahal dalam transaksi 

bisnis di era global seperti sekarang, kepastian dan keamanan merupakan 

salah satu pilar penopang berkembangnya aktivitas ekonomi. 

sesungguhnya kemerdekaan memberikan pikiran dan kebebasan 

berpendapat serta tempat memperoleh informasi.Teknologi informasi dan 

komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, 

dan kepastian hukum bagi pengguna dan Pemakai sistem elektronik 

tanggungjawab dari suatu pelaku penjual online atas kerugian 

akibat kerusakan barang yang dibeli konsumen wajib dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk 

pemberian ganti kerugian yang perlu diberikan kepada konsumen sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pemilik/penjualonline.Bahwa dalam 

penelitian yang peneliti ambil bahwa para pengusaha tidak memikul 

tanggung jawab terhadap barang yang mereka penjual belikan mengalami 

kerusakan dan tidak menganti rugi.  

Pemberian garansi juga diperlukan untuk mengurangi resiko 

kerugian dari konsumen dan untuk memberikan yang terbaik pada barang 

yang diperjual belikan tersebut. Garansi tidak hanya memberikan jaminan 

jangka waktu saja tetapi garansi biasa juga berupa penggantian barang 

yang dibeli atau atau bentuk lain senilai barang tersebut, atau berbentuk 

layanan perbaikan kerusakan. Garansi ini sebetulnya penting karena 
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dengan adanya garansi kualitas produk juga akan mempengaruhi harga 

jual dan minat masyarakat dalam membeli suatu produk, dapat juga 

meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Salah satu 

kekurangan utama dalam transaksi perdagangan online adalah ketiadaan 

pertemuan fisik antara pembeli dan penjual, di mana produk yang 

ditawarkan hanya direpresentasikan melalui keterangan tertulis dan 

gambar. Kondisi semacam ini tentunya meningkatkan risiko terjadinya 

kecurangan. Insiden penipuan dalam jual beli melalui platform online pun 

cukup sering terjadi, misalnya produk yang diterima tidak sesuai dengan 

visualisasi yang ditampilkan atau mengalami kerusakan saat tiba. 

Dalam KUHPerdata, khususnya bagian yang berkaitan dengan 

cacat yang tidak terlihat, disebutkan bahwa penjual wajib memikul 

tanggung jawab penuh atas kerusakan semacam itu. Oleh karena itu, 

apabila pembeli menemukan adanya cacat tersembunyi pada barang 

yang dibeli, mereka memiliki dua opsi tindakan. Opsi pertama melibatkan 

pengembalian barang beserta penerimaan kembali dana pembelian, 

sedangkan opsi kedua memungkinkan pembeli untuk mempertahankan 

barang tersebut sambil mendapatkan ganti rugi dari pihak penjual. 

Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan penulis 

merasa tertarik dengan judul penelitian ini “Tanggungjawab Penjual 

Atas Barang Dalam Transaksi E-Commerce.” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang terkait dengan pembahasan penelitian ini: 

1. Apakah Bentuk Tanggungjawab Penjual terhadap risiko kerusakan 

atau kehilangan barang dalam transaksi E-Commerce ? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tanggungjawab penjual 

terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang dalam  transaksi    

E-Commerce ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang ini dan permasalahan tersebut, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis tanggungjawab penjual terhadap risiko kerusakan 

atau kehilangan barang dalam transaksi E-Commerce. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

tanggungjawab penjual terhadap risiko kerusakan atau kehilangan 

dalam transasksi E-Commerce menurut perspektif Hukum Perdata. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Oleh karena itu terkait dengan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil peneltian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu yang diteliti dari segi teoritis, dengan kata lain hasil 

penelitian ini dapat menunjukkan dan dapat dijadikan sebagai 
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pemikiran baru untuk perkembangan ilmu khususnya perkembangan di 

bidang hukum dan penelitian ini juga dapat memperkuat atau 

melemahkan teori yang sudah di teliti sebelumnya. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang 

baik dan juga sebagai referensi tentang perlindungan pembeli/ 

konsumen yang digunakan pada waktu pembeli mengalami kerugian 

atas barang yang dibeli mengalami kerusakan atau kehilangan. 

3. Bagi peneliti 

Untuk menerapkan teori yang didapatkan selama kuliah dalam 

memecahkan permasalahan  yang dihadapi dunia usaha, serta untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di 

bidang hukum. 

4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab 

1. Pengertian Tanggungjawab 

 Pengertian tanggungjawab adalah sikap atau perilaku untuk 

melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap 

menanggung risiko dan perbuatan. Tanggungjawab dalam bahasa 

Inggris disebut dengan “Responsbility” yang berarti wajib 

menanggung atas sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. 

Tanggung Jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

keadaaan dimana berkewajiban menanggung segala sesuatu.4  

Maka dari itu berkewajiban memikul serta menanggung, segala 

sesuatu atau memberikan pertanggung jawab serta menanggung 

akibatnya. Tanggung jawab juga secara definisi merupakan 

kesadaran tingkah laku atau perbuatan yang bersifat baik 

disengaja maupun tidak disengaja. 

Setiap orang pada hakikatnya telah diberikan tanggung 

jawab, yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusianya 

sebagai kodrat. Dari sifat kodrati tersebut yang berarti bahwa 

tanggung jawab merupakan bagian kehidupan manusia bahwa 

setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan 

                                                             
 

4
 KBBI,”Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)”, (online) 

https//kbbi,wwb,id/tanggungjawab/diakses 17 Mei 2022), 2022. 
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memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tanggung 

jawab menurut hukum perdata berupa tanggung jawab orang 

terhadap perbuatan melawan hukum. 

Setiap manusia memiliki tanggung jawab, tanggung jawab 

merupakan ciri manusia yang beradab, manusia merasa 

bertanggungjawab karena menyadari akibat baik atau buruk dari 

perbuatannya menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan 

pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau 

meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh 

usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa 

kepada Tuhan Yang Esa.  

2. Prinsip Tanggung Jawab 

Prinsip tanggung jawab adalah hal yang sangat penting dalam  

konsumen yang tentunya menjadi tanggung jawab bagi 

pengusaha. Dimana pengusaha dan pengguna jasa adanya 

perjanjian kerja antara pengusaha dan instruktur itu juga 

melahirkan tanggung jawab apabila ada pihak yang merasa 

dirugikan. 

Prinsip tanggung jawab dibagi menjadi 4 yaitu : 

1. Prinsip tanggungjawab berdasarakan unsur kesalahan (liability 

based on fault) 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yaitu prinsip 

yang cukup umum berlaku dipidana dan perdata. Didalam 
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KUHPerdata khususnya pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini 

merupakan prinsip yang dipegang teguh. Prinsip ini baru bisa 

dimintakan pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan. 

Dalam Undang-Undang Perdata Pasal 1365 diharuskan 

terpenuhinya perbuatan melawan hukum antara lain : 

a. Adanya perbuatan 

b. Adanya unsur kesalahan 

c. Adanya kerugian yang diderita 

d. Adanya hubungan kualitas antara kesalahan dan kerugian. 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (presumption 

of liability). 

Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab adalah 

tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ada bukti 

bahwa tidak bersalah, jadi beban pembuktian berada di 

penggugat. Dalam hal ini pembuktian ada ditergugat dan beban 

pembuktian terbalik, yang mana dasar pemikiran teori ini 

adalah pembalikan beban yaitu seorang dianggap bersalah, 

sampai ada pembuktian bahwa dia tidak bersalah. 

3. Prinsip praduga tidak selalu bertanggungjawab (presumption of 

non liability) 

Prinsip ini merupakan prinsip kebalikan dari prinsip kedua. 

Prinsip lingkup transaksi konsumen terbatas. Dalam hal ini 

contohnya pada hukum pengangkutan yang mana apabila 
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terdapat kerusakan atau kehilangan bagasi tangan yang 

dibawah oleh konsumen ini merupakan tanggungjawab dari 

konsumen tersebut, sehingga hal ini pengusaha tidak bisa 

mengganti rugi atau bertanggungjawab. 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) 

Prinsip tanggungjawab mutlak atau yang biasa disebut strict 

liability sering diindentikan dengan tanggung jawab absolut 

(absolute liability). Strict liability adalah tanggung  jawab yang 

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. 

Namun dalam prinsip ini ada pengecualian yang bisa saja 

dibebaskan dari tanggung jawab. 

 
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Tentang Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen yaitu keseluruhan peraturan yang    

mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 

masalahnya dengan penyedia barang atau konsumen.5  

Perlindungan konsumen yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah 

memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan 

pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan 

atau membela adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan 

                                                             
 

5
 AZ.Naution.”Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar.”(Jakarta : 

Diadit, 2014), hlm. 12. 
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kebutuhan konsumen. Kepastian hukum meliputi segala upaya 

berdasarkan hukum untuk hak-haknya apabila dirugikan oleh 

perilaku-perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen. 

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus 

dilindungi oleh hukum, untuk memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah 

hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual 

beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah 

terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. 

Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak  barang 

yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku 

pelaku usaha. Pembeli selaku konsumen serta penjual  selaku 

pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak 

merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi 

tolak ukur utama yang dilakukan penjual terhadap konsumen, guna 

mendapatkan kepercayaan maupun kenyamanan terhadap 

konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. 

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu 

transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan 

konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu 

bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas 

dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi 

kepentingan konsumen agar mereka tidak mengalami kerugian 
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akibat ulah produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang 

dan atau jasa yang diproduksi.6 Perlindungan ini diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang meliputi 

konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang 

dilakukan oleh penjual. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan 

apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum 

atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada 

dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan 

konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum 

(hak-hak) konsumen.7 Perlindungan konsumen merupakan 

masalah yang sangat terkait dengan kepentingan manusia, 

sehingga menjadi harapan semua bangsa terkhusus Negara 

Republik Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum dan 

jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa 

dirugikan agar dapat terpenuhi hak-hak konsumen.8 

Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha 

berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan 

salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur 

utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna 

                                                             
 

6
 Sidharta.” Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”. Ctk Kedua (edisi revisi), 

(Jakarta : PT. Grasindo, 2004), hlm. 12. 
 

7
 Az. Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”. (Jakarta : 

Diadit, 2014),hlm.12 
 

8
 Eli Wuria Dew.” Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”. Ctk. Kedua (edisi 

revisi), (Jakarta : PT. Grasindo, 2004). Hlm. 12. 
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mendapat kepercayaan maupun kenyaman terhadap konsumen 

sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. 

Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum bagi 

konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen yang dilakukan 

dengan:9 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur keterbukaan akses dan informasi serta menjamin 

kepastian hukum; 

b. Melindungi kepentingan khususnya pada konsumen dan pelaku 

usaha; 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa ; 

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik 

usaha yang menipu dan/atau menyesatkan; dan 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan 

pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang- bidang 

perlindungan pada bidang lain. 

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

yang menyatakan bahwa perlindungan konsomen berdasarkan: 

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan 

konsumen serta partisipasi hukum sebagai berikut:10 

                                                             
 

9
 Husni Ayawali Dan Sri Imaniyati (ed). “Hukum Perlindungan Konsumen”. 

(Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 7. 
 

10
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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a. Asas Manfaat 

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 

memrikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha. 

b. Asas Keadilan 

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya 

serta melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas Keseimbangan 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan imbang 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah 

dalam arti materiil dan spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau 

jasa yang dikonsumsi. 

e. Asas Kepastian Hukum 

Asas ini dimaksdukan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 

menjamin adanya kepastian hukum. 
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Asas ini menjadikan rujukan pertama baik dalam pengaturan 

perundang-undangan maupun dalam aktivitas yang berhubungan 

dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang 

berada didalamnya.11 Dengan adanya perlindungan konsumen ini 

juga pembeli mendapatkan hak barang sesuai dengan yang 

dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha untuk menerima 

manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. 

Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama  yang 

dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat 

kepercayaan maupun kenyaman terhadap konsumen sebagai 

pengguna barang atau produk yang dibeli. 

Salah satu Tujuan hukum perlindungan konsumen yang 

diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemapuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif  pemakaian barang 

dan/atau jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen 

                                                             
 

11
 Ahmad Mirun dan Sutarman Yodo.” Hukum Perlindungan KOnsumen”. Ctk. Ke 

8, (Jakarta : Raya  Grafindo Persada, 2014). Hlm. 27. 



 

 16 

d. Menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk mengenal 

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap  

yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

2. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka menikmati semua hak – hak yang 

diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman baik pikiran 

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.12 Fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo adalah 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan 

suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan 

                                                             
 

12
 Satjipto Rahardjo. “ Ilmu Hukum”. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 

hlm.54. 
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secara terukur,dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.13 

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan,atau 

ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari 

perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau 

resiko yang mengancamnya. 

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari 

hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negative, sesuatu 

itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. 

Selain itu perlindungan yang mengandung makna pengayoman 

yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. 

Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala 

upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai 

seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar 

akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.  

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu 

negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) 

dan bersifat hukuman (sanction).14 Bentuk perlindungan hukum 

yang paling nyata adalah institusi-institusi penegak hukum seperti 

pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. 

                                                             
 

13
 Satjipto Rahardjo.” Ilmu Hukum”. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006). 

Hlm. 18.  
 

14
 R. La Porta. “Investor Protection and Corporate Governance” Jurnal Of 

Financial Economics 58 (1 Januari), 2000. 
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Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan 

(prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan perlindungan 

yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan 

peraturan.  

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan 

antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan 

melindungi kepentingan individu (individual interest).15 Menurut 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Hukum memberikan perlindungan hukum kepada konsumen 

Indonesia terhadap produk yang cacat dan pertanggung 

jawabannya atas kompensasi didasarkan pada wanprestasi. 

Sedangkan pihak konsumen menerima barang yang mengadung 

unsur cacat tersembunyi maka pihak konsumen menerima barang 

yang mengandung unsur cacat tersembunyi maka pihak konsumen 

dapat meminta tanggung jawab kepada pihak pelaku usaha, sesuai 

Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

Pada Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengatakan bahwa cacat tersebunyi adalah keadaan barang yang 

mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang 

dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu 

sedemikian rupa, sehingga pembeli semula tahu keadaan itu, ia 

                                                             
 

15
 Tan Kamello. “ Hukum Perdata : Hukum Orang & Keluarga”. (Medan : USU 

Press, 2011), hlm.11. 
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tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga 

yang kurang dari harga yang telah dimufakati oleh dua belah 

pihak.16  Agar dapat mengetahui dasar dari cacat tersebunyi maka 

cacat itu harus menjadikan barang itu tidak dapat digunakan atau 

mengurangi kemungkinan penggunaanya. Cacat tersembunyi 

dapat berupa kesalahan dalam materi, sobek, patah, pecah dan 

rusak. Misalnya dapat juga barang yang berupa atau berbahan 

dasar kayu dengan kualitas yang jelek, atau besi yang jelek, Hal-hal 

tersebut diatas dapat dikatakan sebagai cacat tersembunyi apabila 

mempengaruhi penggunaan. 

Hal dalam kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi 

(verborgen gebreken, hidden defects) dapat diterangkan bahwa si 

penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat pada barang yang 

dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk 

keperluan yang dimaksudkan.17 Namun disini penjual tidak 

diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan dan ini 

memang sudah sepantasnya. Kalau cacat itu kelihatan dengan kata 

lain, pembeli dengan mudah dapat mengetahui adanya cacat itu, 

dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersebut. 

Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat 

tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat 

                                                             
 

16
 Wirjono Prodjodikoro,” Hukum Perdata Tentang Persetujuan – Persetujuan 

Tertentu”. (Bandung : Vorkinkvan Hoeve, 2000), hlm. 26. 
 

17
 Wirjono Prodjodikoro.” Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan 

Tertentu.” (Bandung : Vorkinkvan Hoeve, 2000), hlm. 26. 



 

 20 

itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta 

diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu 

apapun.18 Pembeli dalam hal ini cacat tersembunyi  harus dapat 

membuktikan bahwa : 

a. Benar-benar terjadinya adanya cacat tersembunyi pada barang 

atau produk yang dibelinya atau yang dikonsumsinya. Dari 

ketentuan Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

bahwa cacat itu memang sudah ada sebelum perjanjian 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak . Kedua belah pihak 

tersebut tidak mengetahui adanya cacat itu. Apabila cacat itu 

kelihatan, maka pembeli dianggap menerima dengan harga 

yang telah disesuaikan dengan adanya cacat tersebut. 

b. Bahwa pembeli pada saat membuat perjanjian tidak mengetahui 

adanya cacat tersembunyi seperti apa yang telah disebutkan 

diatas. Dalam hal adanya cacat tersembunyi, maka cacat pada 

barang tersebut harus dapat dibuktikan. Pembuktian tersebut 

dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti keterangan ahli, 

dokumen pendukung,maupun fakta –fakta yang menunjukan 

bahwa cacat tersebut telah ada sebelum terjadinya perjanjian. 

Menurut Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

penjual tidak wajib menjamin cacat kelihatan karena pembeli 

sendiri mengetahuinya, Dalam hal yang cacat tersembunyi pada 
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benda yang dijual, menurut Pasal 1507 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata pembeli dapat memilih antara dua 

kemungkinan,19 : 

a. Pembeli membatalkan jual beli dengan mengembalikan 

benda dan menuntut pengembalian harganya. Jika pembeli 

memilih alternatif ini, sedangkan penjual mengetahuinya 

adanya cacat tersembunyi itu, maka menurut Pasal 1508 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjual wajib 

mengembalikan harga pembelian dan membayar ganti 

kerugian kepada pembeli. Namun jika penjual tidak 

mengetahuinya adanya cacat tersembunyi itu, menurut 

Pasal 1509 Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata penjual 

wajib mengembalikan harga pembelian dan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh pembeli. 

b. Pembeli tetap memiliki bendanya sambil menuntut 

pengembalian sebagian harganya. Jika pembeli memilih 

alternatif ini, benda yang mengandung adanya cacat 

tersebut, penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan 

membayar ganti kerugian kepada pembeli. Tetapi jika 

penjual tidak mengetahui adanya cacat yang menimbulkan 
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kemusnahan itu, dia wajib mengembalikan harga pembelian 

(Pasal 1510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

C. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce 

1. Pengertian Jual Beli 

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual-beli adalah suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang dijanjikan.20  Pengertian jual beli memiliki 

dua unsur yaitu “harga” dan “barang”. Pengertian perjanjian jual beli 

sendiri adalah perjanjian konsensualisme yang artinya perjanjian 

jual-beli sudah dianggap terjadi sejak tercapainya kata sepakat 

para pihak (menurut Pasal 1458 KUHPerdata).21 Perjanjian jual-beli 

bersifat obligator yang artinya perjanjian ini baru meletakkan hak 

dan kewajiban kepada para pihak, belum memindahkan hak milik. 

Jadi inti dari pengertian jual-beli adalah suatu perjanjian 

tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sama 

secara sukarela diantara dua belah pihak, yang salah satunya 

menerima benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan.Oleh karena itu, penerapan prinsip- 

prinsip dalam perjanjian jual beli harus tetap dijadikan pedoman 
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utama, baik dalam transaksi konvensional maupun elektronik 

sehingga dapat diketahuihak dan kewajiban pera pihak secara jelas 

2. Pengertian tentang E-Commerce 

Pengertian E-Commerce adalah segala bentuk transaksi 

perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan 

menggunakan media elektronik. Dalam perekonomian dunia 

sekarang memasuki babak baru yang lebih popular salah satunya 

yang lebih menarik dan banyak disukai oleh banyak orang adalah 

digital economic atau ekonomi digital.  

Perdagangan merupakan salah satu tempat yang 

memanfaatkan media komunikasi sebagai tempat jual-beli yang 

disebut perdagangan elektronik, semakin banyak mengandalkan 

perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce) 

sebagai media transaksi.22 

Ada beberapa sebutan untuk E-Commerce yaitu internet 

Commerce  atau Ecom atau E-Commerce atau Immerce, yang 

pada dasarnya semua relevan diatas mempunyai makna yang 

sama. E-Commerce juga berarti pemasangan iklan, penjualan dan 

dukungan dan pelayanan yang terbaik menggunakan sebuah web 

shop 24 jam  

Adapun beberapa dokumen yang tidak dapat menggunakan 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,seperti yang 
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disebut dalam Pasal  5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

Definisi dari E-Commerce menurut Kalakota dan Whinston 

dapat ditinjau dalam 4 perspektif berikut: 

a. Dari perspektif komunikasi, E-Commerce adalah pengiriman 

barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan 

computer atau melalui peralatan elektronik lainnya. 

b. Dari perspektif proses bisnis, E-Commerce adalah aplikasi dari 

teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan 

aliran kerja. 

c. Dari perspektif layanan, E-Commerce merupakan suatu alat 

yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan  

manajemen untuk memangkas biaya layanan (service cost) 

ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatan 

kecepatan layanan pengiriman. 

d. Dari perspektif online, E-Commerce menyediakan kemampuan 

untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalu 

internet dan sarana online lainnya.23 

3. Karakteristik dan Mekanisme E-Commerce 

E-Commerce merupakan transaksi yang memiliki beberapa 

perbedaan dengan perdagangan konvensional biasa. Transaksi e-

commerce memiliki hubungan antar pihak e-merchant dan pihak e-
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commerce yang dimana pada umumnya berlangsung secara 

poperless transaction. Sedangkan dokumen yang digunakan 

dalam transaksi tersebut bukanlah paper dokumet melainkan 

dokumen elektronik (digital document).24 Karaktristik e-commerce 

yang membedakannya dengan transaksi perdagangan biasa 

adalah:25 

a. Transaksi tanpa batas 

Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi 

penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go 

international. Sehingga hanya perusahaan atau individu yang 

memiliki modal besar yang dapat memasarkan produknya 

keluar negeri. Dewasa ini, dengan adanya internet, perusahaan 

kecil atau menengah dapat memasarkan barangnya ke luar 

negeri dengan hanya membuat website atau memajang iklan-

iklannya di internet tanpa batas waktu (24 jam), maka 

pelanggan dari seluruh dunia dapat mengaksesnya dan 

melakukan transaksi secara online.26 

b. Transaksi berisfat anonim 

Para penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce 

tidak harus bertemu muka secara langsung satu sama lainnya. 

Bahkan penjual tidak memerlukan sama pembeli, selama 
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pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia layanan yang 

ditentukan, biasanya pembayaran dilakukan dengan 

menggunakan kartu kredit atau transfer via bank.27 

c. Produk yang diperdagangkan 

Produk yang diperdagangkan melalui internet berupa 

produk digital maupun non digital, barang berwujud maupun tak 

berwujud, dan barang bergerak. 

Adapun tahapan mekanisme transaksi e-commerce dapat 

diurutkan sebagai berikut.28 

1. Find it 

Pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan 

mudah jenis barang yang diinginkan. Ada beberapa metode 

yang dapat dilakukan yaitu metode search dan metode 

broser. Dengan metode search, pembeli bisa menemukan 

tipe barang yang dikehendaki dengan memasukkan kata 

kunci barang yang diinginkan pada kotak search. Sedangkan 

metode browser menyediakan menu-menu yang terdiri atas 

jenis barang yang disediakan. 29 

2. Explore it 

Setelah memiliki jenis barang tertentu yang diinginkan, maka 

ditemukan keterangan mengenai barang dipilih, yang terdiri 

dari informasi penting tentang produk yang ingin dibeli. Nilai 
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barang yang diperoleh dari pembeli sebelumnya mengenai 

keadaan produk yang apakah mengecewakan atau tidak, 

spesifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan barang 

yang ingin dibeli tersebut. Jika barang yang dilihat sudah 

cocok, maka transaksi siap untuk dilakukan.30 

3. Select it 

Seperti layaknya toko yang nyata, shopping cart akan 

menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai 

check out. Dalam shopping cart dapat melakukan proses 

check out, menhapus atau menyimpan daftar belanja.31 

4. Buy it 

Setelah melakukan check out dan mengisi formulir yang 

telah disediakan oleh pihak e-merchant, tahap selanjutnya 

dilakukan proses transaksi pembayaran oleh konsumen. 

Pihak e-merchant tidak akan menarik pembayaran pada 

kartu kredit sampai proses perintah pengiriman diselesaikan. 

Pada saat proses pembayaran melibatkan pihak bank 

sebagai perantara pihak-pihak yaitu acquiring merchant dan 

issuing customer, bank untuk dan atas nama e-customer 

yang melakukan pembayaran atas harga barang kepada 

acquiring merchant bank yang ditujukan kepada e-

merchant.”32  
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5. Ship it 

Setelah proses transaksi selesai, pihak e-merchant mengirim 

email konfirmasi pembelian dan email lain yang akan 

memberitahukan status pengiriman barang yang dilakukan. 

Toko online juga menyediakan account kepada pelanggan, 

sama halnya dengan memasuki mailbox pada layanan 

fasilitas email gratis, sehingga pembeli dapat mengetahui 

status order pada account yang telah disediakan.33 

4. Jenis-jenis Transaksi dalam E-Commerce 

E-Commerce dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. 

Dalam perkembangan perdagangan membutuhkan pertemuan 

secara langsung antara para pelaku usaha. Jenis-jenis transaksi 

dalam e-commerce meliputi 3 sisi, yaitu. 34 

a. Business to Business (B2B) 

Merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis atau 

dengan kata lain secara elektronik antar perusahaan yang 

dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk 

yang besar. Aktivitas e-commerce dalam ruang lingkup ini 

ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu 

sendiri. 
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Karakteristik yang umum dalam lingkup B2B adalah : 

1. Trading Partners yang sudah saling mengetahui dan antara  

mereka sudah saling mengetahui dan sudah terjalin hubungn 

yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi 

berlangsung diantara mereka dank arena sudah sangat 

mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar 

kebutuhan dan kepercayaan: 

2. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan 

berkala format data yang telah disepakati. Jadi, service yang 

digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan 

menggunakan standar yang sama pula.  Salah satu pelaku 

tidak harus menunggu partners mereka lainnya untuk 

mengirimkan data: 

3. Model yang umumnya digunakan adalah peer to peer atau 

dari satu titik ke titik lainnya, dimana processing intellingence 

dapat di distribusikan oleh kedua pelaku bisnis.”35 

b. Business to Consumer (B2C) 

Bisnis ke konsumen merupakan suatu transaksi yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak konsumen untuk 

memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu 

pula. Produk yang diperjual belikan dalam transaksi ini 

merupakan produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud 
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maupun dalam bentuk elektronik yang siap untuk digunakan. 

Perkembangan transaksi ini tidak hanya membawa keuntungan 

pada pelaku usaha saja, melainkan pihak konsumen juga 

mendapat keuntungan yang sama, meskipun penyimpangan di 

dunia maya kemungkinan dpat terjadi. 

Karakteristik dari transaksi B2C adalah : 

1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara 

umum 

2.  Service yang diberikan juga bersifat umum sehingga 

mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang. 

3. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. 

Konsumen berisiatif sedangkan produsen harus merespon 

terhadap inisiatif konsumen tersebut. 

4. Sering dilakukan pendekatan client-server dimana konsumen 

berada dipihak client menggunakan sistem yang muncul 

berbasis website dan penyedian barang dan jasa (business 

procedur) berada pada pihak server. Pelayanan yang 

diberikan dalam transaksi ini berdasarkan pada permintaan 

konsumen. Masalah perlindungan konsumen dalam lingkup 

ini adalah produk yang diperjual belikan merupakan barang 

dan jasa yang siap dikonsumsi. Jenis perjanjian dalam 

metode ini pada umumnya merupakan perjanjian online yang 
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telah berbentuk perjanjian dan ditawarkan kepada pihak 

umum dalam bentuk take it or leave it contract. 

c. Consumer to Consumer (C2C) 

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis 

elektronik yang dilakukan antar pihak konsumen dengan 

konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada 

saat tertentu juga. Ruang lingkup C2C ini bersifat lebih khusus 

karena transaksi dilakukan oleh konsumen dengan konsumen 

yang memerlukan transaksi melalui internet sebagai sarana 

tukar menukar informasi tentang produk, harga maupun kualitas 

dan pelayanannya. Para custumer dapat membentul komunitas 

sebagai pengguna atau penggemar produk untuk memberikan 

penilaian terhadap pelayanan suatu perusahaan sehingga 

customer memiliki kedudukan/posisi tawar yang tinggi.”36 

Pada prakteknya, model transaksi yang banyak dipakai 

oleh konsumen sampai saat ini adalah model B2B dan B2C. 

Berbeda dengan B2C yang umumnya menggunakan jaringan 

terbuka sehingga informasi dapat disebarkan kemasyarakat 

umum. B2B memiliki ciri-ciri yang berbeda hanya di pertukarkan 

melalui mitra bisnisnya saja, meskipun dilakukan menggunakan 

media internet juga. Dengan melihat ciri dan karakteristik dari 

model transaksi e-commerce, jika pelaku bisnis mampu 
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mengoptimalkan kemampun dalam transaksi akan 

mendapatkan keuntungan yang besar.”37 

Sebagai penutup, baik model B2B maupun B2C dalam 

transaksi e-commerce pada dasarnya memiliki tujuan yang 

sama, yaitu mempermudah proses jual beli secara digital. 

Perbedaannya hanya terletak pada pihak yang terlibat dan skala 

transaksinya,namun keduanya tetap memberikan konstribusi. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 
A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif. 

Pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dijalankan 

dengan menelaah bahan kepustakaan ataupun data sekunder selaku 

bahan dasar guna diteliti dengan menjalankan penyelidikan pada 

sejumlah literatur dan yang peraturan yang berkaitan pada masalah 

yang diteliti.38 Spesifikasi pada penelitian berikut berjenis deskriptif 

analitis, artinya penulis ingin mendeskripsikan Tanggung Jawab 

Penjual atau Pelaku Usaha terhadap Pembeli/Konsumen yang 

menderita kerugian pada transaksi Jual Beli melalui E-Commerce 

menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  Adapun yang menjadi 

objek penelitian pada penulisan hukum berikut ialah semua informasi 

yang berhubungan dengan pengaturan tanggung jawab 

penjual/pelaku usaha kepada pembeli/konsumen pada kasus 

transaksi E-Commerce. Dengan menggunakan pendekatan yuridis 

normatif ini, penelitian diharap mampu mengidentifikasi dan 

menjelaskan secara komprehensif bagaimana bentuk tanggung jawab 
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hukum penjual dalam transaksi E-Commerce, serta menilai sejauh 

mana regulasi yang telah ada mampu memberikan perlindungan 

hukum yang efektif bagi konsumen. 

 
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum memilikii 

peranan yang sangat penting karena menjadi dasar utama dalam 

melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. 

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 

yang saling berkaitan dan mendukung dalam mencapai hasil analisis 

yang komprehensif.  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat secara langsung karena bersumber dari peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam 

penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE) beserta perubahannya.  

Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan untuk 

memberikan penjelasan, komentar, dan interpretasi terhadap bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup 
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buku-buku hukum yang relevan, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil 

penelitian, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, laporan 

lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 

serta Kementerian Perdagangan, dan pendapat para ahli hukum yang 

berkompeten di bidang perlindungan konsumen. Selain itu, bahan 

hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta sumber daring 

resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

 
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi 

kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum 

normatif karena berfokus pada kegiatan menelaah dan menganalisis 

bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis. Melalui teknik ini, peneliti 

mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan 

dengan permasalahan hukum yang dikaji, khususnya yang berkaitan 

dengan tanggung jawab penjual atas barang dalam transaksi             

E-Commerce.  

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri 

berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil 

penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta sumber-sumber hukum 

lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Proses ini 

dilakukan secara sistematis dengan tujuan memperoleh data hukum 
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yang akurat, valid, dan relevan. Peneliti terlebih dahulu melakukan 

inventarisasi bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan bahan 

tersebut berdasarkan jenisnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier.  

Tahapan selanjutnya adalah setiap bahan hukum dicatat 

dengan cermat sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah agar 

memudahkan proses pengutipan dan analisis. Teknik ini juga 

melibatkan penelusuran terhadap literatur digital melalui berbagai 

sumber resmi. Melalui teknik pengumpulan bahan hukum ini, peneliti 

dapat memperoleh dasar hukum yang kuat untuk menjawab 

permasalahan penelitian, menelaah penerapan hukum positif             

di Indonesia, serta menguraikan secara mendalam bagaimana bentuk 

dan pelaksanaan tanggung jawab hukum penjual terhadap pembeli 

dalam transaksi E-Commerce. Melalui teknik pengumpulan bahan 

hukum tersebut, peneliti dapat memperoleh dasar hukum yang 

kuat,lengkap,dan komprehensif untuk menjawab rumusan masalah 

penelitan. 

 
D. Analisis Bahan Hukum  

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini dipilih karena 

sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang tidak 

berorientasi pada angka atau data kuantitatif, melainkan pada 

pemahaman mendalam terhadap norma-norma hukum, asas hukum, 
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dan teori-teori yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Melalui 

analisis kualitatif, peneliti berupaya menguraikan, menafsirkan, dan 

menilai hubungan antara ketentuan hukum yang terdapat dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan,serta teori hukum yang 

relevan dengan tanggung jawab penjual atas barang dalam transaksi 

E-Commerce. 

Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan makna hukum yang 

menjadi dasar hukum transaksi elektronik, seperti Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) beserta peraturan pelaksananya. Seluruh bahan 

hukum dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis dengan 

mengkaji kesesuaian antara teori hukum dan penerapannya sehingga 

dapat diperoleh pemahaman mengenai tanggung jawab hukum 

penjual terhadap pembeli dalam transaksi E-Commerce. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Tanggung Jawab Penjual Terhadap Risiko Kerusakan atau 

Kehilangan Barang Dalam Transaksi E-Commerce. 

Dalam era digital yang semakin maju, transaksi jual beli secara 

online telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat 

Indonesia. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, 

muncul berbagai tantangan terkait perlindungan konsumen, khususnya 

mengenai tanggung jawab penjual terhadap barang yang rusak atau 

kehilangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menjadi landasan hukum utama yang mengatur hal ini.39  

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan 

perlindungan komprehensif bagi konsumen, termasuk dalam transaksi 

e-commerce. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa. Selain itu, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar 

dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau 

jasa tersebut. Hak-hak ini menjadi dasar bagi konsumen untuk 

menuntut pertanggungjawaban penjual apabila barang yang diterima 

tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks transaksi online, 
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dimana konsumen tidak dapat memeriksa barang secara fisik sebelum 

membeli, informasi yang akurat dari penjual menjadi krusial.           

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mewajibkan 

pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan 

usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta 

menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang 

dan/atau jasa tersebut.  

 Kewajiban ini menegaskan bahwa penjual harus memberikan 

deskripsi produk yang akurat dan tidak menyesatkan. Apabila terjadi 

kerusakan atau cacat pada barang yang diterima konsumen, Pasal 19 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan bahwa 

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian 

yang diderita konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa 

pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan kesehatan 

dan/atau pemberian santunan sesuai dengan kerugian yang diderita 

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa penjual memiliki tanggung 

jawab penuh atas produk yang djualnya, termasuk dalam transaksi 

online.40 

Definisi dari jual beli dituangkan pada buku ketiga KUH Perdata 

mengenai perikatan tepatnya pada Pasal 1457 yakni suatu persetujuan 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
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menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang telah disepakati  sebagai imbalan perolehan hak milik.41 

Jual beli dinilai sah jika para pihak mencapai kata sepakat. Sayangnya, 

KUH Perdata hanya mengatur mengenai jual beli secara konvensional 

serta secara umum, KUH Perdata belum mengatur mengenai jual beli 

secara online. Menjawab persoalan ini pemerintah menerbitkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

  Secara keseluruhan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, mengatur mengenai 2 hal antara lain informasi serta 

transaksi elektronik juga pengaturan terkait perbuatan yang dilarang 

pada transaksi elektronik. Tahun 2014 tentang Perdagangan di Pasal 1 

angka 24 yang menyebutkan bahwa : perdagangan melalui sistem 

elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui 

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Kemudian di Pasal 5 

ayat 1 dinyatakan bahwa, setiap pelaku usaha yang 

memperdagangkan barang dan jasa dengan menggunakan sistem 

elektronik wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan 

benar. Kontrak elektronik sangatlah membantu proses transaksi 

elektronik supaya dapat berjalan dengan baik serta benar. 

Persetujuan konsumen dalam membeli barang secara online 

melalui mengklik persetujuan terhadap transaksi ialah wujud tindakan 
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penerimaan yang menyatakan persetujuan pada kesepakatan 

transaksi elektronik. Tindakan penerimaan itu umumnya didahului 

pernyataan persetujuan terhadap syarat serta ketentuan jual beli 

secara online yang bisa juga disebut selaku salah satu wujud Kontrak 

Elektronik. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen  

menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak sebagai konsumen 

antara lain hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima 

barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai yang 

diperjanjikan, hak atas infromasi yang benar, jelas serta jujur terkait 

kondisi barang dan jasa, hak untuk memperoleh kompensasi, ganti 

rugi, dan/atau penggantiaan jika barang dan jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk menjamin hal tersebut, perlu 

diupayakan adanya perlindungan hukum untuk para pihak agar para 

pihak terutama konsumen merasa aman melakukan jual beli 

elektronik.42 

Secara khusus dinyatakan di Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa kecuali ditentukan lain oleh 

pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang 

dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Kemudian di 

Pasal 20 ayat 2 ditentukan juga, persetujuan terhadap penawaran 

transaksi elektronik tersebut haruslah dilakukan dengan pernyataan 

penerima secara elektronik. Syarat sahnya kontrak elektronik dimuat di 
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Pasal 52 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

Kemudian Pasal 53 ayat 1, pada Kontrak Elektronik itu sendiri 

sedikitnya haruslah dimuat sejumlah hal berikut : 

1. Identitas para pihak 

2. Detail barang dan jasa yang disepakati 

3. Legalitas barang dan jasa 

4. Nilai transaksi perdagangan 

5. Syarat serta jangka waktu pembayaran 

6. Tahapan operasional pengiriman barang dan jasa 

7. Tahapan pengembalian barang dan jasa dalam hal ini muncul 

ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diterima dengan 

yang diperjanjikan 

8. Tahapan saat adanya pembatalan oleh para pihak, dan 

9. Alternatif hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. 

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Penyelenggara 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat menjadi dasar hukum 

guna mengatur transaksi elektronik serta semua hal yang 

berhubungan dengan dunia internet.43 

Tiap kontrak jual beli ataupun bentuk kontrak lainnya 

mempunyai 3 (tiga) rangkaian implementasi yang dimulai dari tahap 
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pra contractual yakni terdapat penawaran serta penerimaan, tahap 

contractual yakni terdapat penyesuaian pernyataan antara pihak , serta 

tahap “post contractual” yakni pelaksanaan perjanjian. Hal ini penting 

sebelum mencapai kesepakatan ialah tahap pra kontrak yakni terdapat 

penawaran jual serta penerimaa beli diantara para pihak.44 Pra kontrak 

pada transaksi e-commerce yakni penawaran yang dilakukan penjual, 

misalnya penjual hanya harus menempatkan pelayanan atau 

katalognya yang ditampilkan di situs tersebut, lalu calon pembeli akan 

menemukannya dari searh engine. Seluruh informasi tentang produk 

yang ditawarkan sudah tercantumkan misalnya harga, spesifikasi 

barang serta menu produk lain yang berhubungan.45 

Pelaku usaha berkewajiban dalam memberi informasi yang 

benar serta jujur tenang produk yang ditawarkan sebagaimana sudah 

di atur di Pasal 9 UUITE menyatakan, pelaku usaha yang menawarkan 

produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang 

lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan 

produk yang ditawarkan.  Pembeli juga diberi kebebasan dalam 

menanyakan lebih lanjut ketersediaan maupun spesifikasi produk ke 

penjual melalui fitur online chat ataupun e-mail. Apabila pembeli 

tertarik, sebelum produk tersebut dibayar produk yang akan dibeli 

dapat dimasukkan ke shopping cart atau sejenis keranjang belanja 

online seperti di swalayan. Sebelum akhirnya mengakhiri transaksi 
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atau final order, pembeli diberi waktu mengisi form pemesanan yang 

berisikan informasi produk, mekanisme pembayaran, serta alamat 

pengiriman. Sesudah mengisi form pemesanan, ketika itu juga pembeli 

dinilai sudah menyetujui semua ketentuan jual beli tersebut. Kemudian 

dari sana timbul kewajiban pembeli guna membayarkan produk yang 

sudah dipesan. 

Model pembayaran pada dunia E-Commerce cukup beragam, 

dapat melalui pembayaran langsung ketika barang terkirim atau Cash 

On Delivery (COD), mempergunakan internet banking, ATM, kartu 

kredit, dan lain-lainnya. Sejak pembayaran terkonfirmasi, disanalah 

timbul kewajiban penjual guna mengirim barang ke pembeli 

mempergunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman dapat ditanggung  

penjual atau pembeli, menurut kesepakatan para pihak. Selain  

pengaturan transaksi elektronik, ada juga pengaturan tentang sejumlah 

hak dan kewajiban  para pihak. Dikarenakan di tiap transaksi jual beli 

selalu melibatkan banyak pihak. Umumnya di kenal 4 jenis hak  dasar 

konsumen, yakni Hak memperoleh keamanan, informasi, memilih, 

serta hak untuk didengar.46  Para pihak dalam transaksi jual beli online 

diantaranya : 

a. Penjual (pelaku usaha) ialah pihak yang menawarkan dan menjual 

barang/jasa melalui sistem elektronik. 
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b. Pembeli (konsumen) ialah setiap orang yang oleh Undang-Undang 

tak dilarang menerima penawaran  serta menjalankan transaksi jual 

beli produk yang diberikan penjual. 

c. Bank ialah pihak yang menghubungkan antara penjual serta 

pembeli dalam hal pembayaran barang yang ditransaksikan 

dikarenakan penjual serta pembeli ada di daerah yang berbeda. 

d. Penyelenggara Sistem Elektronik (marketplace/platform) ialah pihak 

yang menyediakan aplikasi atau website yang mempertemukan 

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. 

Contohnya: Shopee,Tokopedia,Lazada,dll. 

e. Jasa Pengiriman (Ekspedisi) adalah pihak yang bertugas 

mengantarkan barang dari penjual kepada pembeli dalam transaksi 

online. Contohnya: JNE,J&T,Pos Indonesia,dll. 

Transaksi E-Commerce memberikan kecepatan, kenyamanan 

serta kepraktisan bertransaksi bagi masyarakat yang menjadi nilai 

tambah konsumen. Tetapi dilain sisi, hak konsumen masih seringkali 

diabaikan pelaku usaha. Dikarenakan, banyak konsumen yang tak 

menyadari haknya sendiri karena kurang ataupun bahkan tak 

sampainya informasi tentang hak konsumen menyebabkan konsumen 

ada diposisi  yang lemah serta rentan terhadap tipu daya penjual. 

Sehingga konsumen haruslah mencari tahu hak yang dimilikinya atau 

didapatkannya berdasarkan  hukum  yang berkaitan pada transaksi    

E-Commerce. Kasus wanprestasi yang dijalankan pelaku usaha 
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seringkali muncul di E-Commerce dikarenakan jual beli online tak 

menyertakan pertemuan secara langsung antara sejumlah pihak. 

Terkait dengan hal itu, lebih banyak diatur perlindungan  yang 

diberikan ke konsumen dibanding pelaku usaha, hal tersebut karena 

konsumen selalu ada pada posisi lemah sehingga berhubungan 

dengan perlindungan konsumen, bentuk nyata perlindungan hukum 

yang diberikan  pemerintah guna melindungi sejumlah hak konsumen 

tertuang di Undang- Undang Perlindungan Konsumen jelasnya ada di 

Pasal 4. Di lain sisi, kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diantaranya memberi 

informasi yang jelas, benar, serta jujur terkait kondisi serta jaminan 

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan kompensasi, 

penggunaan, ganti rugi dan penggantian jika barang dan/atau jasa 

yang diterima atau digunakan tak sesuai dengan perjanjian.47 

Aturan lain tentang perlindungan hukum yang diberikan 

konsumen ada di dalam  dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2009 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik . Pasal 13 ayat 1 

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan, 

dalam setiap perdagangan melalui sistem elektronik pelaku usaha 

wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan 

termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi 
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dan perannya pada transaksi tersebut. Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik ialah dasar hukum dalam hal konsumen 

menjalankan transaksi E-Commerce serta menyelesaikan masalah 

yang berkaitan pada transaksi tersebut sementara Undang- Undang 

Perlindungan Konsumen berperan selaku dasar hukum untuk 

perlindungan konsumen. 

Wanprestasi dapat dikategorikan menurut beberapa bentuk. 

Subekti menyatakan terdapat 4 (empat) macam bentuk wanpretasi, 

yaitu tak menjalankan apa yang disanggupi untuk dijalankannya, 

menjalankan apa yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana yang 

dijanjikan, menjalankan apa yang dijanjikan terlambat, menjalankan 

sesuatu yang menurut perjanjian tak dibolehkan. Berkaitan juga 

dengan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) 

yang melarang pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan 

jasa yang tak sesuai  dengan janji yang dinyatakan pada etiket, label, 

iklan, keterangan, ataupun promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut. Menurut pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang 

yang diterima dengan barang yang tercantum iklan/foto ialah wujud 

pelanggaran pelaku usaha saat memperdagangkan barang. Secara 

umum, sejumlah prinsip tanggung jawab hukum bisa dikategorikan 

menjadi : 

1. Prinsip tanggung jawab menurut unsur kesalahan 

Prinsip yang menyatakan bahwa seseorang atau suatu pihak 

hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terbukti 
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adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun 

kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.Dalam 

penelitian ini, seorang pelaku usaha hanya dapat dimintakan 

pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan 

oleh pelaku usaha seperti pada transaksi E-Commerce saat barang 

dikirim sampai ke alamat penerima dalam kondisi rusak, artinya ada 

unsur kesalahan, konsumen berhak meminta pertanggung jawaban 

kepada pihak pelaku usaha. 

2. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab 

Tergugat selalu dinilai bertanggung jawab hingga ia bisa 

membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Beban pembuktian 

terletak pada tergugat. Ketika terjadi suatu wanpretasi dalam suatu 

transaksi E-Commerce, pelaku usaha wajib untuk membuktikan 

bahwa dirinya tidak bersalah. Namun hal tersebut tentunya bukan 

berarti konsumen dapat seenaknya mengajukan gugatan karena 

pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik ke 

konsumen apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa dirinya 

tidak bersalah. 

3. Prinsip Praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab 

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi yang 

terbatas misalnya dalam hal kehilangan atau kerusakan barang 

pada kabin pesawat yang diawasi oleh penumpang. Dalam hal ini 

tanggung jawab berada di tangan penumpang. 
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4. Prinsip Tanggung jawab mutlak 

Umumnya digunakan guna mencari pelaku usaha, utamanya 

produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan 

konsumen. Dengan kata lain, pelaku usaha harus bertanggung 

jawab pada kerugian yang di alami oleh konsumen tanpa harus 

membuktikan adanya kesalahan. Dalam transaksi E-Commerce, 

bilamana barang yang dipesan datang dalam keadaan rusak, 

pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian 

dana atau penukaran barang kepada konsumen. 

5. Pembatasan tanggung jawab  

Prinsip ini merupakan prinsip pertanggungjawabam pelaku 

usaha dengan menentukan batasan untuk dicantumkan ke dalam 

klausal perjanjian standar yang dibuat olehnya. Dalam transaksi   

E-Commerce terdapat beberapa pelaku usaha yang menerapkan 

prinsip ini yaitu dengan memberikan ketentuan harus menyertakan 

video pembukaan paket saat akan mengajukan komplain. 

Tanggung jawab penjual terhadap risiko kerusakan atau 

kehilangan barang dalam transaksi e-commerce pada dasarnya 

bersumber dari hubungan hukum berupa perjanjian jual beli antara 

penjual dan pembeli. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata, Jual beli adalah suatu perjanjian dimana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

barang dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang 
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telah dijanjikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban utama 

penjual adalah menyerahkan suatu barang dalam keadaan 

sebagaimana diperjanjikan.  

 Keabsahan perjanjian jual beli dalam transaksi elektronik tetap 

mengacu pada pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

mengenai syarat sah perjanjian , yaitu adanya kesepakatan, 

kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal . Dalam konteks        

e-commerce, kesepakatan tersebut diwujudkan melalui persetujuan 

elektronik ( klik “checkout” atau “setuju” ) ,yang secara hukum diakui 

sebagai kontrak elektronik berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 . Lebih lanjut, tanggung jawab penjual 

juga ditegaskan dalam pasal 19 ayat (1) Undang –Undang Nomor 8 

Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung 

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang 

diterima konsumen atas barang dan/jasa yang diperdagangkan. 

Ketentuan ini menunjukkan menunjukkan bahwa dalam perspektif 

perlindungan konsumen, penjual tetap memikul tanggung jawab atas 

barang yang diperjualbelikan sampai konsumen memperoleh hak nya 

secara layak. 

Namun demikian, dalam praktik transaksi e-commerce terdapat 

keterlibatan pihak ketiga, yaitu jasa pengiriman (ekspedisi) , yang 

menimbulkan hubungan hukum tersendiri berupa perjanjian 

pengankutan. Apabila penjual telah telah menyerahkan barang kepada 
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jasa pengiriman dalam kondisi baik ,dan selanjutnya terjadi kerusakan 

atau kehilangan dalam proses distribusi , maka dianalisis berdasarkan 

prinsip tanggung jawab menurut kesalahan(lialibity based on fault).                 

Prinsip ini memiliki dasar hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan 

melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pihak yang 

karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti 

kerugian. Ketentuan ini diperkuat oleh pasal 1366 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa seseorang 

bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya,tetapi juga atas 

kelalaiannya. Dengan demikian, pembebanan tanggung jawab harus 

didasarkan pada ada atau tidaknya unsur kesalahan. 

Apabila terbukti  bahwa kerusakan atau kehilangan barang terjadi 

akibat kelalaian dalam proses pengangkutan, maka unsur kesalahan 

berada pada pihak eskpedisi.Dalam kondisi tersebut , secara hukum 

tanggung jawab beralih kepada jasa pengiriman sebagai pihak yang 

melakukan kelalaian. Meskipun demikian, terhadap konsumen, penjual 

tetap memiliki tanggung jawab eksternal berdasarkan rezim 

perlindungan konsumen, dan selanjutnya penjual berhak menuntut 

ganti rugi kepada pihak ekspedisi melalui mekanisme regres. 

Disamping itu, perlindungan terhadap konsumen tetap menjadi 

prioritas utama dalam setiap transaksi e-commerce, sehingga penjual 

tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawabnya dengan 
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alasan telah menyerahkan barang kepada pihak pengangkut. Penjual 

tetap berkewajiban memastikan bahwa barang yang dikirim sampai 

kepada konsumen dalam keadaan baik,sesuai dengan perjanjian.  

Dengan demikian, tanggung jawab penjual terhadap risiko 

kehilangan atau kerusakan barang dalam transaksi e-commerce    

tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada letak terjadinya 

risiko dan pihak yang melakukan kesalahan.Apabila kerusakan terjadi 

sebelum barang diserahkan kepada jasa pengiriman, maka penjual 

sepenuhnya bertanggung jawab. Sebaliknya, apabila kerusakan atau 

kehilangan barang terjadi setelah barang berada dalam penguasaan 

pengangkut dan terbukti akibat kelalaian pengangkut , maka 

berdasarkan prinsip tanggung jawab menurut unsur kesalahan,pihak 

ekspedisi yang secara hukum memikul tanggung jawab tersebut, tanpa 

menghilangkan kewajiban penjual untuk tetap memberikan 

perlindungan kepada konsumen. 

 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tanggung jawab Penjual 

Terhadap Resiko Kerusakan/Kehilangan Barang Dalam Transaksi 

E-Commerce 

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membawa 

perubahan yang sangat signifikan dalam praktek transaksi jual beli. 

Transaksi yang semula dilakukan secara tatap muka dengan 

penyerahan barang secara tidak saling bertemu langsung  kini beralih 

menjadi  transaksi berbasis sistem elektronik melalui platform             
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e-commerce. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dan 

efisiensi bagi masyarakat, namun disisi lain juga menimbulkan 

berbagai permasalahan hukum baru, khususnya yang berkaitan 

dengan tanggung jawab penjual terhadap risiko kerusakan atau 

kehilangan barang dalam proses transaksi. 

Dalam transaksi e-commerce penjual dan pembeli tidak berada 

dalam satu tempat dan tidak saling bertemu secara langsung. Proses 

penyerahan barang dilakukan melalui perantara pihak ketiga, yaitu 

jasa pengiriman. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergesaran 

konsep penyerahan barang dan peralihan risiko sebagaimana dikenal 

dalam transaksi jual beli konvensional. Apabila dalam jual beli 

konvensional risiko atas barang dapat dengan mudah ditentukan 

karena penyerahan dilakukan secara langsung, maka dalam transaksi 

e-commerce penentuan tanggung  jawab menjadi lebih kompleks 

karena melibatkan lebih dari dua pihak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan , tanggung 

jawab penjual dalam transaksi e-commerce tidak bersifat 

mutlak(absolut), melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor hukum 

maupun non-hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor 

tersebut menentukan apakah risiko atas barang masih berada pada 

penjual atau telah beralih kepada pembeli, serta sejauh mana penjual 

dapat diminta pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan atau 

kehilangan barang. Berikut ini mengenai faktor-faktor yang 
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mempengaruhi tanggung jawab penjual terhadap risiko kerusakan atau 

kehilangan barang dalam transaksi e-commerce sebagai berikut : 

1. Perjanjian atau Kesepakatan antara Penjual dan Pembeli 

Faktor utama dan paling mendasar yang mempengaruhi 

tanggung jawab penjual adalah perjanjian atau kesepakatan yang 

dibuat antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi e-commerce, 

perjanjian tidak dibuat secara tertulis dalam bentuk konvensional, 

melainkan melalui perjanjian elektronik (electronic contract) yang 

diwujudkan dalam bentuk syarat dan ketentuan (terms and 

conditions) pada platform e-commerce, sebagai mana diakui dalam 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai hak dan 

kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, metode pegiriman, 

hingga pengaturan mengenai peralihan risiko atas barang. 

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak pada 

prinsipnya bebas menentukan isi perjanjian selama tidak 

bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Oleh karena itu, perjanjian menjadi dasar utama dalam menentukan 

apakah penjual masih bertanggung jawab atas risiko kerusakan 

atau kehilangan barang. 

Namun demikian, dalam praktek e-commerce dalam bentuk 

klausula baku. Pembeli tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan 
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isi perjanjian tersebut dan hanya dapat menerima atau menolak. 

Kondisi ini menyebabkan kedudukan pembeli menjadi lebih lemah 

dibandingkan penjual. Oleh karena itu, apabila terdapat klausula 

dalam perjanjian yang secara tidak adil membebankan seluruh 

risiko kepada pembeli, maka klausula tersebut dapat dinilai 

bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Penjual 

tetap memastikan bahwa setiap perjanjian yang di buat tidak 

mengandung unsur yang merugikan konsumen secara sepihak. 

2. Peralihan Risiko atas Barang 

Faktor berikutnya yang berpengaruh signifikan adalah 

peralihan risiko atas barang. Dalam hukum perdata, khususnya 

Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 

risiko pada prinsipnya beralih kepada pembeli sejak terjadinya 

penyerahan barang. Namun, dalam transaksi e-commerce, 

penyerahan barang tidak dilakukan secara langsung kepada 

pembeli, melainkan melalui jasa pengiriman. 

Perbedaan mekanisme penyerahan ini menimbulkan 

perdebatan mengenai kapan risiko atas barang dianggap beralih. 

Sebagian pihak berpendapat bahwa risiko beralih sejak barang 

diserahkan kepada jasa pengiriman, karena pada saat itu penjual 

telah memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang. Namun, 

pandangan lain menyatakan bahwa risiko baru beralih ketika 

barang benar-benar diterima oleh pembeli dalam keadaan baik. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan waktu 

peralihan risko sangat bergantung pada kesepakatan para pihak 

dan praktik yang berlaku dalam platform e-commerce yang 

digunakan. Apabila penjual yang menentukan dan menunjuk jasa 

pengiriman, maka penjual pada umumnya masih dianggap 

bertanggung jawab atas risiko selama proses pengiriman. 

Sebaliknya, apabila pembeli diberi kebebasan untuk memilih jasa 

pengiriman sendiri, maka risiko dapat dianggap beralih lebih awal 

kepada pembeli. Ketidakjelasan mengenai waktu peralihan risiko ini 

sering kali menjadi penyebab utama terjadinya sengketa penjual 

dan pembeli dalam trasaksi e-commerce. 

3. Keterlibatan Jasa Pengiriman (Pihak Ketiga) 

Keterlibatan jasa pengiriman sebagai pihak ketiga 

merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari transaksi          

e-commerce. Jasa pengiriman bertugas untuk mengangkut dan 

menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dalam keadaan 

baik dan tepat waktu barang selama proses pengiriman dapat 

dimintai pertanggung jawaban berdasarkan perjanjian 

pengangkutan. Namun, dalam hubungan hukum antara penjual dan 

pembeli, penjual sering kali tetap diminta tanggung jawab karena 

pembeli melakukan transaksi dengan penjual, bukan dengan jasa 

pengiriman. Ini juga menunjukkan bahwa penjual tidak dapat serta 

merta melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan kesalahan 
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jasa pengiriman, terutama apabila penjual lalai dalam memilih jasa 

pengiriman yang kredibel atau tidak memberikan pengemasan yang 

layak. Dengan demikian, penjual tetap menjadi pihak yang 

bertanggung jawab kepada pembeli , dan apabila kerusakan terjadi 

karena kelalaian pengangkut maka penjual memiliki hak untuk 

menuntut penggantian atau regres kepada ekspedisi.  

4. Jenis Barang Yang Diperjualbelikan 

Jenis dan karakteristik barang yang diperjualbelikan juga 

menjadi faktor penting dalam menentukan tanggung jawabnya 

penjual. Barang yang mudah rusak, mudah pecah, atau memiliki 

nilai ekonomi tinggi memerlukan perlakuan khusus dalam proses 

pengemasan dan pengiriman. 

Penjual memiliki kewajiban untuk menyesuaikan metode 

pengemasan dengan karakteristik barang tersebut. Apabila 

kerusakan barang terjadi karena penjual tidak memberikan 

perlindungan yang memadai, maka penjual tetap dapat dimintai 

pertanggungjawaban meskipun kerusakan terjadi saat barang 

berada dalam penguasaan pengiriman. Sebaliknya, apabila 

kerusakan terjadi akibat keadaan memaksa (force majeure) yang 

tidak dapat diptediksi atau dihindari, maka tanggung jawab penjual 

dapat dikecualikan. Oleh karena itu, karakteristik barang menjadi 

faktor penting dalam menilai ada atau tidaknya kelalain dari pihak 

penjual. 



 

 58 

5. Kebijakan dan Mekanisme Perlindungan Pada Platform                 

E-Commerce 

Platform e-commerce memiliki kebijakan internal yang turut 

mempengaruhi tanggung jawab penjual. Kebijakan tersebut antara 

lain berupa sistem rekening bersama, jaminan pengembalian dana, 

dan mekanisme penyelesaiaan sengketa. 

Dalam praktiknya, platform e-commerce seringkali menahan 

dana pembeli hingga barang dinyatakan diterima dalam keadaan 

baik. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, platform 

dapat menahan dana tersebut dan menfasilatasi penyelesaian 

sengketa antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, tanggung 

jawab penjual tidak hanya ditentukan oleh hukum perdata, tetapi 

juga kebijakan internal platform yang mengikat para pihak. 

6. Itikad Baik Penjual dan Pembeli 

Faktor terakhir sangat penting adalah itikad baik dari para 

pihak. Didalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan  

itikad baik. Dalam transaksi e-commerce penjual dan pembeli tidak 

bertemu langsung , pembeli hanya percaya pada foto dan deskripsi 

maka dari itulah transaksi sangat bergantung pada kepercayaan.         

  Penjual yang beritikad baik akan berusaha menyelesaikan 

permasalahan yang timbul meskipun secara hukum saat risiko telah 

beralih. Sebaliknya, pembeli juga berkewajiban untuk bersikap jujur 
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dan tidak menyalahgunakan mekanisme perlindungan konsumen. 

Itikad baik menjadi tolak ukur penting dalam menilai apakah penjual 

telah menjalankan kewajibannya secara patut atau justru 

melakukan kelalaian yang merugikan pembeli.  

7. Pembebanan Premi Asuransi Kepada Pembeli 

     Faktor pembebanan premi asuransi kepada pembeli merupakan 

salah satu aspek yang mempengaruhi tanggung jawab penjual atas 

barang dalam transaksi e-commerce. Dalam praktiknya, seringkali 

penjual menawarkan atau mencantumkan pilihan asuransi 

pengiriman yang biaya preminya di bebankan kepada pembeli. Hal 

ini menimbulkan implikasi hukum terkait dengan peralihan risiko 

atas barang yang dikirim. Meskipun demikian, hal tersebut tidak 

menghapus tanggung jawab penjual, terutama jika kerusakan atau 

kehilangan terjadi sebelum barang diserahkan kepada pihak 

ekspedisi.  

Dengan demikian, pembebanan premi asuransi hanya berfungsi 

sebagai pelindung tambahan dan tidak menghilangkan tanggung 

jawab hukum penjual . 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tanggung jawab penjual atas kerugian akibat kerusakan atau 

kehilangan barang dalam transaksi e-commerce merupakan 

tanggung jawab hukum sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Penjual wajib menyerahkan barang dalam keadaan baik 

dan sesuai dengan perjanjian.Apabila barang mengalami 

kerusakan atau kehilangan sebelum diterima oleh konsumen, maka 

penjual berkewajiban memberikan ganti rugi.Bentuk ganti rugi 

dapat berupa pengembalian uang(refund), penggantian barang 

yang sejenis atau setara nilainya,sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab penjual 

terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang dalam transaksi 

e-commerce meliputi perjanjian para pihak, peralihan risiko atas 

barang, peran jasa pengiriman, jenis barang yang diperjualbelikan, 

ketentuan dan kebijakan platform e-commerce, serta itikad baik 

para pihak dalam melaksanakan transaksi.  
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B. Saran 

1. Seharusnya penjual barang dalam transaksi e-commerce tetap 

memperhatikan kerugian yang dialami pembeli atas kerusakan 

atau kehilangan barang yang dipesan pembeli.Proses pelaksanaan 

tanggung jawab penjual tersebut dipermudah agar konsumen lebih 

mudah mendapatkan kompensasi yang menjadi hak- hak nya. 

2. Seharusnya faktor – faktor yang menimbulkan kelemahan hak- hak 

pembeli dalam transaksi e-commerce dihilangkan dengan 

meningkatkan kepedulian pelaku usaha (penjual) dan 

mensosialisasikan hak- hak konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) baik kepada pelaku usaha 

maupun konsumen (pembeli). 

  



 

 62 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdul Halim Barkatullah. (2005). Bisnis E-Commerce (Studi Sistem 
Keamanan Dan Hukum Di Indonesia). (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar). 

Abdul Kadir Muhammad( 2000). Hukum Perdata Tentang Persetujuan-
Persetujuan Tertentu.” (Bandung: Vorkinkvan Hoeve.).  

Adrian Sutedi (2012), Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum 
Perlindungan Konsumen. (Bogor: Ghalia Indonesiai). 

Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman,(2014). “ Hukum Perlindungan 
Konsumen,” Cetakan ke 8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 

Anggreany Arief,(2024). Hukum Perlindungan Konsumen :Solusi dan 
Tantangan. (Jakarta : PT. Bukuloka Literasi Bangsa). 

Az. Nasution, (2014) “Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar”. 
(Jakarta: Diadit Media). 

Barkatullah, Abdul Halim, & Teguh Prasetyo. (2005). Bisnis E-Commerce 
Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia.   (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar). 

Celine Tri Siwa. )2014) Hukum Perlindungan Konsumen.” (Sumatera 
Utara). 

Djaja S. Meliala(2012). “Hukum Perjanjian Khusus Jual Beli, Sewa-
Menyewa,Pinjam-Meminjam”. (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia). 

Dini Silvi Purnia. Tuti Alawiah. (2020). “Metode Penelitian”. (Yogyakarta: 
Graha Ilmu). 

Eli Wuria Dewi,(2004) “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia” 
(Jakarta:Kedua (edisi revisi), PT Grasindo) 

Kristiyanti, C.T.S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen (4th ed.). 
(Jakarta : Sinar Grafika). 

M. Arsyid Sanusi.  (2001)  E-Commerce”. Hukum Dan Slolusinya”. 
(Jakarta: PT.  Mitra Grafika Sarana). 

Muhammad Amsal Sahban,(2018).  Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di 
Negara Berkembang (Makassar). 

                         , (2010). Hukum Perjanjian. (Bandung : PT. Alumni). 



 

 63 

Muhammad Syaifudin (2016) “Hukum Kontrak”.(Bandung: Mandar Maju). 

Neni Sri Imaniyati dan Husni Ayawali, (2000) “Hukum Perlindungan 
Konsumen”. (Bandung: Mandar Maju). 

Richardus Eko Indrajit. (2001). “E-Commerce : Kiat Dan Strategi Bisnis Di 
Dunia Maya”.(PT Elex Media Komputindo). 

Soerjono Soekanto, (2006)”. Peneltian Hukum Normstif.” (Jakarta : Raja 
Grafindo Persada). 

Satjipto Rahardjo,(2000) “Ilmu Hukum”. ( Bandung: PT.Citra Aditya Bakti) 

                         , (2006) “Ilmu Hukum”. ( Bandung: PT.Citra Aditya Bakti). 

Shidarta,(2004). “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.” Cetakan 
Kedua (edisi revisi), (Jakarta: PT Grasindo). 

Subekti. (2000) . “Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan 
Tertentu.” (Bandung: Vorkingkvan Hoeve). 

                         , (2014).  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang . 
(Jakarta:Balai Pustaka). 

                         , (1995). Aneka Perjanjian. (Bandung : PT. Citra Aditya 
Bakti) 

Tan Kamello, (2011). “Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga”. 
(Medan:USU Press). 

Wirjono Prodjodikoro. (2000). Hukum Perdata Tentang Persetujuan 
Tertentu.”  (Bandung Vorkinkvan Hoeva).  

                         , (2000). Asas-Asas Hukum Perjanjian. (Bandung : Mandar 
Maju). 

 

Jurnal 

Setia Putra.”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi 
Jual-Beli Melalu E-Commerce”  (Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 
2 Februari-Juli 2014). 

Kemenprin RI. “Peran Sektor Industri Dalam Mendorong Pertumbuhan 
Ekonomi Nasional”. Kementerian Peindustrian Republik 
Indonesia. Last modified 2013. 
http://kememperin.go.id/artikel/5422/Peran -Sektor-Industri-dalam-

http://kememperin.go.id/artikel/5422/Peran%20-Sektor-Industri-dalam-MendorongPerumbuhan-Ekonomi-Nasional/


 

 64 

MendorongPerumbuhan-Ekonomi-Nasional/, diakses 17 Mei 
2022). 

KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” 17 Mei 2022. Last 
modified2022.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

Rafael La Porta,(1999) “Investor Protection and Cororate Governance” 
Jurnal Financial Economies. 

Tim E-Commerce, co. id. “Definisi, Tujuan, Jenis, Dan Manffat E-
Commerce,” E-Commerce , Co, Id, Last modified 2018, www e-
commerce,co,id. 

Shabur Miftah Maulana. (2016). “Implementasi E-Commerce Sebagai 
Media Penjualan Online”. Jurnal Administrasi Bisnis 29. 

Mahir Perdana. (2015),” Klasifikasi E-Commerce Di Indonesia,” Jurnal 
Modus 27. 

J. C. T. Simorangkir, (2009). Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika). 

Winart Putri, E, Q. (2024).Transformasi Kontrak Dalam Era Digital : 
Tantangan Hukum Bisnis Dalam Transaksi Elektronik di Bisnis 
Sewa Kebaya Online. (Diakses 7 Januari 2025). 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik, diakses 17 Mei 2022). 

 

http://kememperin.go.id/artikel/5422/Peran%20-Sektor-Industri-dalam-MendorongPerumbuhan-Ekonomi-Nasional/

